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ABSTRAK

Nama : Muhammad Agsa

NIM : 180106038

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ llmu Hukum

Judul : Pelanggaran Berjualan di Kaki Lima Wilayah

Darussalam Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaran Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat Ditinjau
Menurut Hukum Islam)

Pembimbing | : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
Pembimbing Il : Dr. Jamhir, M.Ag.
Kata Kunci : Penertiban, Qanun, Pedagang Kaki Lima

Judul penelitian ini adalah Pelanggaran Berjualan Di Kaki Lima Wilayah
Darussalam Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Ditinjau
Menurut Hukum Islam). Adapun masalah penelitian ini adalah pertama
bagaimana pola penertiban PKL di kawasan Kopelma Darussalam kedua latar
belakang faktor yang mempengaruhi masih dan terus maraknya PKL di kawasan
Kopelma Darussalam dan ketiga bagaimana arah penertiban dan pengembangan
ekonomi PKL. Metode penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian
hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif
secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
masyarakat. Adapun hasil penelitian yang di dapatkan bahwa penerapan ganun
terhadap pengaturan PKL dikawasan Darussalam terdiri dari: pengawasan, turun
lapangan, dan pendekatan persuasif. Pengawasan dilakukan dengan cara
memberi himbauan agar tidak berjualan di tempat yang dilarang. Turun
kelapangan dilakukan dengan cara razia. Dan pendekatan persuasif dilakukan
dengan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk menyediakan fasilitas tempat
berjualan yang layak. Kemudian yang menjadi faktor latar belakang terus dan
maraknya PKL di kawasan Darussalam adalah karena perputaran modal yang
cepat, harga/sewa lapak yang murah, dan tempat yang strategis. Dan ada dua
faktor kegiatan arah penertiban dan pengembangan ekonomi PKL. Pertama
yaitu faktor pendukung; dengan cara penataan dan pembangunan fasilitas
berjualan yang layak tidak mengganggu ketertiban umum. Kedua faktor
penghambat; tidak adanya komunikasi dan koordinasi dengan para PKL
sehingga mereka berjualan di tempat yang tidak layak. Penerapan Qanun tentang
PKL selama ini masih belum efektif dan terkesan tidak dijalankan karena belum
adanya upaya-upaya penertiban yang maksimal sehingga tidak ada solusi yang
jelas terkait nasib para PKL tersebut.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf
Latin.

Huru | Nama | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf | Nama
f Latin Arab Latin
Arab
\ Alif | tidak tidak L ta’ t te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan | kan titik di
bawah)
- Ba’ B Be L za Z zet
(dengan
titik di
bawah)
< T2’ T Te & ‘ain ‘ koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ S es (dengan | ¢ Gain G Ge
titik di
atas)
z Jim J je < Fa’ F Ef
z Ha’ h ha A Qaf Q Ki
(dengan
titik di
bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha 4 Kaf K Ka
2 Dal D De J Lam L El




3 Zal Z zet a Mim M Em
(dengan
titik di
atas)
B Ra’ R Er O Nin N En
D Zai Z Zet 3 Wau W We
o Sin S Es o Ha’ H Ha
b Syin Sy es dan ye 3 Hamz ¢ Apostrof
ah
o= Sad S es (dengan ¢ Ya’ Y Ye
titik di
bawah)
o= Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah | |
dammah U U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf,

transliterasinya berupa gabungan huruf,

yaitu:



Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
... fathah dan ya’ Ai adani
kN fathah dan wau Au adanu
Contoh:

< -kataba
d=  Aa‘ala
88 Zukira
QY -yazhabu
& -suila
X -kaifa
ds»  -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
... fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya’
.5 kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
e dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
J&  -gala
=y -rama
J8  -gia
358 -yagilu

4. Ta’ marbiitah

Transliterasi untuk ¢@’marbiitah ada dua:
1. Ta’ marbitah hidup

ta’ marbiitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah ‘t’.

2. Ta’ marbutah mati




ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya
adalah ‘h’.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah @’ marbitah itu
ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

Jukyias;  -raud ah al-agfal

L -raud atul atfal
855l laaall -al-Madinah al-Munawwarah
. -AL-Madinatul-Munawwarah
aalk  -gglhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
L‘U -rabbana
J3 -nazzala
540 -al-birr
&l -al-hajj
eu -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sempang.

Contoh:
Xii



Jao -ar-rajulu

S -as-sayyidatu
O] -asy-syamsu
Alal) -al-galamu
&l -al-badr‘u
ByE -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir
kata.Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam
tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

O3 G -ta” khuzina

& 3 -an-nau’
(e -syai 'un
) -inna
&yl -umirtu
K -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:
GO0 A 5 )5 -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
Ol si&l3856  -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
St a3 -Ibrahim al-Khalil

-Ibrahimul-Khall

L L Hasla) haa 4l ol -Bismillahi majraha wa mursah

il o o W e dig -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti man istata ‘a

ilahi sabila

xiii



S ) g Uail 1 -Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti manistata ‘a ilaihi
sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
U582 G5 -Wa ma Muhammadun illa rasul
oWl am sl alsl ) -Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi
Loy oM Jallazi bibakkata mubdarakkan
Gisall a8 03 o3 (limayheds -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Our anu
J -Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur’anu
ol 38 LNl -Wa lagad ra ahu bil-ufug al-mubin
Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubini
G Wl G v xal) - dlhamdu lillahi rabbi al-‘Glamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘a@lamm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:

G B 585 (el -Nasrun minallahi wa fathun garib
Giex YWV -Lillahi alOamru jami ‘an
Lillahil-amru jami ‘an
PO O [ -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan limu
Xiv



Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai
dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Berbagai studi menyimpulkan bahwa perkembangan kota belum sejalan
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Asumsi yang dibangun, bahwa semakin
banyak tenaga kerja yang diberdayakan semakin rendah tingkat kemiskinan,
namun realitasnya semakin banyak tenaga kerja tidak meningkatkan ekonomi
masyarakat dan tidak meningkatkan daya beli masyarakat. Hal tersebut menurut
T.McGee seperti dikutip dari Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, dan A. Halim bahwa
kota yang tumbuh menjadi metropolis harus berhadapan dengan masalah
keterbatasan biaya pembangunan dan kemampuan kota untuk menyediakan
biaya bagi pekerja migran yang hadir di kota tersebut. Hal itu juga terkait
dengan persyaratan pendidikan dan usia yang pada umumnya tidak dimiliki
komunitas urban yang datang".

Dalam islam konsep kota telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sejak
hijrah dari Mekkah ke Madinah yang kemudian menjadi landasan fundamental
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota (PPWK). Diantaranya
adanya konsep pembangunan yang berkeadilan, dan kebersamaan sebagaimana
dicontohkan dalam negara Madinah®. Baik asumsi, pernyataan maupun contoh
tersebut disadari oleh komunitas yang berusaha melakukan berbagai kreasi dan
inovasi terutama pada sektor jasa dan perdagangan, salah satunya adalah dengan
mengembangkan usaha mikro bersama dalam satu lahan yang kemudian dikenal
“Pedagang Kaki Lima”

Lapisan masyarakat menengah kebawah dengan keterampilan,

pendidikan dan akses yang terbatas, peluang untuk memasuki sektor formal

' Moh. Ali aziz, Rr. Suhartini, A. Halim, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat

Paradigma Aksi Metodologi (yogyakarta:pustaka pesantren, 2012), him.167

? Dyayadi, Tata Kota Menurut Islam: Konsep Pembangunan Kota Yang Ramah
Lingkungan, Estetik, Dan BerbasisSosial, (Jakarta: Khalifa, 2008), him. 56
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sangat terbatas. Akhirnya mereka menggeluti sektor informal yang tidak
mensyaratkan kriteria yang berlebihan. Dengan modal yang terbatas, ditambah
dengan keterampila dan keuletan mereka mampu bertahan hidup di perkotaan.
Jenis usaha yang digelar oleh pedagang sektor informal berbagai macam, antara
lain warung makan semi permanen di kaki lima, menjajakan makanan dengan
menggunakan gerobak, warung kelontong, menjual makanan dan minuman
ditempat keramaian, berjualan mainan anak-anak dan sebagainya’.

Pedagang Kaki Lima (PKL) tergolong sebagai sektor ekonomi informal
karena instrumen seperti modal, jenis, dan tempat usaha dapat dijangkau oleh
setiap orang tanpa harus memiliki keahlian tertentu atau modal yang besar.
Masalah yang sering muncul yaitu lokasi usaha, para PKL cenderung memilih
tempat-tempat yang sering diakses oleh publik sehingga bagi para pemerintah
daerah/kota keberadaan PKL sering dianggap sebagai masalah.

Kota-kota di Indonesia pada umumnya memiliki persoalan dengan ruang
publik, seperti persoalan parkir yang memakan tempat berlebihan ataupun
memakan bahu jalan, kemacetan lalu lintas, papan reklame yang berserakan dan
penggunaan ruang publik yang kumuh®. Ada gejala bahwa apabila selama ini
ruang publik cenderung dikonotasikan sebagai ruang aktivitas bagi masyarakat
menengah kebawah, tetapi pada akhir-akhir ini ruang publik dirasakan juga
sebagai suatu yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke atas,
paling tidak secara tidak langsung, yaitu ruang publik harus dapat memberikan
kenyamanan bagi mereka sehingga ruang publik akhirnya menjadi rebutan bagi
masyarakat golongan atas dan bawah®.

Trotoar dan bahu jalan, terutama di lokasi keramaian kota, di penuhi oleh
pelaku sektor informal PKL. Hal ini karena PKL memilih lokasi yang aktivitas

* Paulus Hariyono. Sosiologi Kota Untuk Arsitek. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2007)
him. 111.

* Ibid. him. 139

> Ibid., him. 143.



usahanya mendekati pasar atau pembeli. Mereka berusaha agar barang dan jasa
yang dijual dapat dilihat oleh pembeli. Karena itu, mereka memilih lokasi yang
strategis dan menguntungkan di pusat kota atau lokasi yang merupakan lokasi
aktivitas masyarakat. Itulah sebabnya, PKL dapat dijumpai disekitaran lokasi
aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran dan aktivitas masyarakat sosial
lainnya.

Sering kita jumpai setiap pembeli dan PKL, dilakukan tanpa
mempedulikan kondisi jalanan sehingga menyebabkan kemacetan yang panjang.
Pembeli dengan sengaja memarkirkan kendaraan tepat di depan lapak penjual
yang ada di bahu jalan. Cukup dengan membuka jendela kaca mobil, transaksi
jual-beli menjadi pemandangan yang sering kita lihat dijalanan.

Pemerintah wajib menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan
dengan menetapkan regulasi dan kebijakan karena itu pemerintah Republik
Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 tahun 2012
tentang koordinasi dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Perumusan peraturan terkait PKL tentu telah di tetapkan di setiap daerah,
namun perlu adanya sinkronisasi dengan Perpres No. 125 Tahun 2012 agar
terwujud suatu aturan yang harmonis. Dalam Perpres disebutkan PKL sebagai
pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana
usaha bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum,
lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat
sementara/tidak menetap®.

Keberadaan PKL dianggap mengganggu Kketertiban, keindahan, dan
kententraman tata letak Kota Banda Aceh. Hal ini membuat pemerintah kota
Banda Aceh turun tangan dalam menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang
berkeliaran disetiap sudut pasar dan keramaian orang dengan mengeluarkan

ganun nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan

® Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima, Pasal 1 Ayat (1)



kententraman masyarakat. Dimana didalam ganun juga mengatur tentang

Pedagang Kaki Lima pasal 10 ayat 1 yaitu, Setiap orang dan/atau badan

dilarang:

a)

b)

menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha
PKL atau sebagai lokasi PKL

berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-
lokasi yang dapat dan/atau akan menggangu ketertiban umum;
berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain
yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;

menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-
tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
melakukan aktivitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang
terbuka dibawah/jembatan, jalan layang, di atas tepi saluran
dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/

permanen’.

Pelaku usaha Pedagang Kaki Lima memiliki hak dan kewajiban yang

harus dijalani. Qanun kota Banda Aceh secara khusus telah mengatur tentang

hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh PKL. Didalam Qanun Kota

Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan PKL didalam

pasal 11 menyebutkan
“Setiap PKL memiliki hak;

a.
b.

Mendapat lokasi yang telah ditetapkan
Mendapatkan akses untuk fasilitas umum yang diperlukan untuk
kegiatan usaha

Mendapatkan pembinaan pemerintah kota.”

7 Qanun Kota Banda Aceh no. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum dan Kententraman Masyarakat Pasal 10 Ayat (1)



Sementara di pasal 12 dijelaskan kewajiban PKL;

a. Memilihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan
kesehatan lingkungan

b. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan
tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan
kepentingan umum

c. Menempati tempat usaha PKL sesuai izin yang dimiliki

d. Melaksanan kewajiban-kewajiban lain yang telah ditetapkan
pemerintah kota®.

Dalam ganun nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat tidak hanya mengatur regulasi larangan-
larangan tetapi juga mengatur sanksi yang diberikan apabila aturan yang telah di
berlakukan harus dilanggar. Dimana dalam qanun tersebut pada pasal 12
memuat sanksi, antara lain:

1. Terhadap barang-barang dagangan yang bersifat kering yang dijual ditempat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) ditahan untuk jangka waktu 2
(dua) hari sejak pengambilan oleh petugas

2. Dalam hal barang dagangan tidak diambil kembali oleh pemiliknya dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemusnahan.

3. Dalam hal PKL mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1)
maka seluruh barang dagangan tersebut diambil dan dimusnahkan

Pemerintah kota Banda Aceh selama ini masih kurang kepedulian
terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima, padahal aturan yang telah
diberlakukan harusnya dapat dijalankan dengan semestinya. Penegakan ganun
yang telah diatur tidak dijalankan akibatnya banyak PKL yang mangkal tidak
sesuai dengan tempatnya. Karena itu sampai saat ini permasalahan masih saja

terus berulang-ulang, PKL yang berjualan di bahu jalan, di trotoar jalan, dan di

® Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL
Pasal 11 dan 12.



tempat-tempat yang bukan semestinya untuk berdagang. Maraknya PKL liar
membuat penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana efektifitas ganun yang
diberlakukan untuk dijalankan oleh pemerintah kota terutama terfokus di
kawasan Darussalam Banda Aceh.

Kawasan Darussalam merupakan sebagai pusat pendidikan di daerah
Aceh, kawasan kopelma Darussalam ini terdapat dua perguruan tinggi
kebanggan orang Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry. Kawasan kopelma darussalam memiliki banyak problematika
salah satunya adalah soal Pedagang Kaki Lima, bisa kita jumpai di depan
gedung pasca sarjana UIN. Dimana di area ini banyak PKL yang menjajakan
dagangan nya tidak sesuai tempatnya dan juga membahayakan PKL itu sendiri.

Pusat pedagang kaki lima di Kawasan Darussalam, Banda Aceh adalah
suatu penyelesaian dalam menanggapi permasalahan ruang publik kota di
Kawasan Darussalam yang tercemar akibat PKL liar. Akibatnya, kawasan ini
sebagai pusat pendidikan ternama di Aceh nyaris saja hilang citranya karena
kawasan ini menjadi tidak tertib, kumuh, dan kotor terutama di depan gedung
pasca sarjana UIN Ar-Raniry. Di kawasan ini banyak PKL yang berjualan di
sepanjang jalan, padahal aturannya tidak boleh ada Pedagang di area lingkar
kampus. Maka ini menjadi permasalahan yang harusnya diselesaikan dan
dicarikan jalan keluar atau solusi.

Adapun permasalahan yang dihadapi Pedagang Kaki Lima di Kawasan
Darussalam Banda Aceh yaitu:

a. Kurangnya sarana usaha bagi para pedagang sektor informal.
b. Kurangnya pendekatan secara manusiawi kepada para pedagang

kaki lima dalam hal penyediaan sarana usaha.



c. Para PKL cenderung mencari lokasi dagang yang paling mudah
pencapaiannya tanpa memperdulikan aturan, kebersihan, dan
ketertiban lingkungan sekitar’.

Penertiban PKL tetap memiliki dilema, karena penanganan pedagang
kaki lima memiliki masalah yang sangat rumit bagi pemerintah daerah juga
aparat penegakan ganun. Persoalan ini terkait dengan hak asasi bagi warga dan
masyarakat dalam mencari nafkah baik untuk dirinya maupun keluarga. Kondisi
ini perlu adanya koordinasi dari pemerintah daerah terhadap para PKL, serta
lapisan masyarakat sebagai tujuan berbangsa dan bernegara. Koordinasi tersebut
harus diwujudkan dengan dialog yang membahas tentang persoalan-persoalan
PKL serta bagaimana pula penataan dan pengaturannya. Sehingga keberadaan
PKL juga menumbuhkan perekonomian seluruh lapisan masyarakat.
Keberadaan PKL juga diharapkan tidak merusak maupun menurunkan kualitas
lingkungan hidup yang tujuannya adalah untuk kenyamanan, kententraman, dan
keindahan kota. Dalam hal ini menyangkut, aspek ekonomi, hukum, sosial
budaya, dan lingkungan itu sendiri.

Selama ini pemerintah Kota Banda Aceh telah mengupayahkan berbagai
cara agar untk PKL, telah mengatur mengfasilitasi dan memberikan sosialisasi
kepada PKL agar berjualan ditempat yang semestinya, dimana dalam ganun
telah diatur poin-poin agar kentraman, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat
Kota Banda Aceh menjadi kota yang bersih dan indah. Namun kenyataan
lapangan tidak seperti yang diharapkan, banyak yang kita lihat fenomena PKL
yang menjajakan dagangan nya ditempat-tempat yang harusnya tidak untuk
berdagang. Lalu untuk apa fungsi ganun yang dibuat? Tentu ini menjadi topik
permasalahan. Sejauh mana efektifitas ganun yang telah dibuat untuk

dijalankan.

® https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=baca&bacal D=3144&page=16



Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis
tertarik untuk mengkaji tentang penertiban PKL di kota Banda Aceh, yang
berjudul Pelanggaran Berjualan Di Kaki Lima Wilayah Darussalam Banda
Aceh (Studi Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Tinjau Menurut

Hukum Islam)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini dimaksud untuk lebih menegaskan masalah apa
yang diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat
dan mencapai tujuan yang diinginkan. Perumusan masalah yang diangkat dalam
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Kopelma
Darussalam di tinjau dengan Qanun nomor 6 tahun 2018 tentang
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk
meningkatkan usaha pedagang kaki lima?

2. Bagaimana latar belakang dan faktor yang mempengaruhi masih dan
terus maraknya keberhadiran PKL di Kawasan Kopelma Darussalam
yang sulit ditertibkan?

3. Bagaimana arah penertiban dan pengembangan ekonomi pedagang kaki

lima?

C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut:
1. Untuk menedalami pola penertiban pedagang kaki lima di Kawasan

Darussalam Banda Aceh ditinjau dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2018



Tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
untuk meningkatkan usaha pedagang kaki lima.

2. Untuk menganalisis bagaimana latar belakang yang mempengaruhi
masih dan terus maraknya keberhadiran PKL di Kawasan Darussalam
Banda Aceh yang sulit ditertibkan.

3. Untuk mengetahui bagaimana arah penertiban dan pengembang ekonomi
pedagang kaki lima.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian lain
yang sudah dilakukan sebelumnya, penulis melakukan kajian terhadap
penelitan-penelitian  terdahulu  yang memiliki kesamaan dalam fokus
pembahasan namun berbeda lokasi dan objek penelitian, diantaranya adalah
sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Tentang Penertiban
Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima) yang disusun oleh
Andriansyah. Kesimpulan dari skripsi ini 1alah Penerapan Qanun Kota Banda
Aceh Nomor 3 Tahun 2007 masih belum efektif. Kendala utamanya karena
belum ada solusi yang nyata terhadap lokasi dan pertumbuhan PKL di Banda
Aceh. Tolak ulur terhadap persoalan ini dengan menerapkan kebijakan berupa
pengaturan waktu berjualan dengan tetap mensosialisasikan peraturan yang
harus dilakukan®.

Kedua, skripsi yang berjudul Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi
Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menanta Kebersihan Kota)

% Andriansyah, “Analisis Yuridis Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota
Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang
Kaki Lima) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh,
2021)
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yang disusun oleh Zulkardi. Kesimpulan dari skripsi ini ialah dalam menerapkan
kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu tentang penerapan Qanun tentang
penataan kota dari segi keindahan dan kebersihan kota mendapatkan peluang
dan tantangan yang serius. Peluang pemerintah kota Banda Aceh dalam
menertibkan PKL vyaitu terlaksananya penerapan Qanun merupakan suatu
keberhasilan Pemko Banda Aceh dalam menata kebersihan dan keindahan kota.
Disamping itu, lokasi berjualan semakin sempit sehingga para PKL terpaksa
berjualan di badan jalan dan emperan toko. Hal ini menjadikan pemandangan
yang tidak elok dan sangat menggangu ketertiban umum dan sampah yang
berserakan™.

Ketiga, Jurnal yang berjudul (Kota Banda Aceh Dan Pedagang Kaki
Lima) yang disusun oleh Agung Suryo Setyantoro. Kesimpulan dari jurnal ini
ialah kecendrungan permasalahan yang sering dihadapi dengan adanya PKL
yang terdapat di Kota Banda Aceh salah satunya adalah masalah keindahan dan
ketertiban. Bagaimana menciptakan kota yang ramah PKL salah satunya dengan

penataan PKL".

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah
yang terdapat dalam penulisan ini, maka penulis akan menjelaskan istilah yang
berkaitan dengan hal tersebut. Adapun istilah yang terkait dalam skripsi yang
berjudul “Pelanggaran Berusaha di Kaki Lima Wilayah Darussalam Banda
Aceh” (Studi Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat)

! Zulkardi “Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda
Aceh dalam Menanta Kebersihan Kota) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universita Negeri
UIN Ar-Raniry , (Banda Aceh,2019)

? Agung Suryo Setyantoro, “Kota Banda Aceh dan Pedagang Kaki Lima” Peneliti
Ahli Pertama pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh
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1. Pedagang Kaki Lima

Pedagang ialah orang yang melakukan pedagangan, memperjual belikan
barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.
Pedagang dapat dikategorikan menjadi:

a. Pedagang Grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan
pedagang enceran,

b. Pedagang Enceran, disebut juga pengencer, menjual produk komoditas
langsung ke konsumen secara sedikit demi sedikit atau satuan. Pemilik
toko atau warung disebut pengecer

c. Pedagang Keliling, adalah pedagang yang menjajakan dagangannya
dengan cara berkeliling desa atau kota, biasanya mereka tidak memiliki
tempat yang tetap.

d. Pedagang Asongan, adalah pedagang yang menjajakan barang
menenteng dagangannya di tempat-tempat keramaian seperti terminal
atau halte®.

e. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang
yang didalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau
perlengkapan usaha yang mudah di bongkar-pasang/dipindahkan yang
menepati tanah yang dikuasai Pemerintah kota dan atau pihak lain*.
PKL yang dimaksud adalah pedagang yang tidak memiliki tempat yang
menentap. Biasanya PKL tersebut hanya berjualan di trotoar jalan yang
bermodalkan tenda-tenda atau emperan toko. Mereka biasanya mencari
tempat keramaian agar jualan mereka dapat dibeli.

Pengertian PKL sendiri secara yuridis normatif dijelaskan pada pasal 1

tentang pengertian umum, dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik

Bhttps://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang#:~:text=Pedagang%20dapat%20dikategorikan
%20 menjadi%3A,toko%20atau%20warung%20adalah%20pengecer.

' Pasal (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat



https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang#:~:text=Pedagang%20dapat%20dikategorikan%20
https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang#:~:text=Pedagang%20dapat%20dikategorikan%20
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Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
PKL, PKL adalah “pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan
menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan
prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik
pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menentap.

2. Penertiban

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penertiban adalah suatu proses
cara pembuatan menertibkan. Penertiban merupakan tindakan hukum dari
pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang
menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan
penertiban. Tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum
administrative™. Penertiban yang dimaksud ialah keteraturan PKL dalam
menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kesesuaian
aturan dan Qanun yang sudah ditetapkan.

3. Qanun

Istilah ganun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari
ganna. Dalam bahasa Arab kata kerja ganun adalah ganna yang artinya membuat
hukum. Pengertian ganun sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan,
kitab undang-undang, hukum dan kaidah'. Jadi dapat disimpulkan bahwa ganun
ialah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di
suatu daerah.

Di masyarakat Aceh, penyebutan ganun terhadap suatu aturan hukum
atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian
dari kultur, adat, dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang

dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan Qanun. Qanun

® HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2006), hIm 116

'¢ Kamus Besar Bahasa Indonesia him 442
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biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat
istiadat di Aceh.

Adapun Qanun yang dimaksud adalah merujuk kepada Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu: 1) Qanun Aceh adalah
peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur
penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh. 2) Qanun
kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan

masyarakat kabupaten/kota di Aceh".

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan
sebuah penelitian. Dari hasil ulasan yang penulis kemukakan diatas, perlu
adanya metode peneletian yang dipakai untuk merumuskan dan menganalisa
persoalan tersebut, yaitu:
1. Pendekatan Penelitian

Menggunakan metode Yuridis Empiris adalah pendekatan yang
dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,
konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan topik pembahasan.
2. Jenis penelitian

Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara
tanya jawab yang dikerjakan sistematik dan berlandaskan pada objek, masalah,
dan tujuan penelitian. Karena data yang diperoleh dari penelitian ini berupa
wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan seperti, satpol PP, Direktur

Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, dan Pedagang Kaki Lima.

' Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
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3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan dua sumber data,

yaitu:

a.

Data Primer: didapatkan langsung melalui data resmi dan hasil wawancara
dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempuyai kapasitas yang
sesuai dijadikan narasumber
Data sekunder: diperolen dari hasil keperpustakaan atau penelahaan
terhadap berbagai literlatur atau bahan ustakan yang berkaitan dengan
rumusan masalah atau meteri penelitian yang disebutkan dengan hukum.
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Sumber Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari
sumber pertama. Bahan hukum primer ini merupakan data yang bersifat
autoriatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi
bahan hukum primer adalah sebagai berikut:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun
2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL
¢) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
d) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaran
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain.
Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder dipakai oleh penulis

adalah buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan juga jurnal
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4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka jenis
penelitian ini adalah keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian
kepustakaan (library research) maupun penelitian lapangan (field research),
untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas maka
dilakukan analisis data yang berasal dari data primer.

Dimana data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan
pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan objek penelitian penulis.
Adapaun wawancara adalah tanya jawab antar pewawancara dengan narasumber
untuk diminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Pelaksanaannya dapat
dilakukan secara langsung dengan narasumber dan dapat dilakukan secara tidak
langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan
lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun checklist*®.

5. Objektivitas dan Vasilidasi Data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah
disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (conformability) berarti
mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka
dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang
dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek
penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut
penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainka bersifat jamak dan
tergantung pada kontruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai
hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada

beberapa penelitian yang memiliki objek yang sama maka hasil tersebut

'® Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2005), him. 51
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dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan
pendapat™.
6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan keperpustakaan
dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraian
deskriptif , bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Hal ini sesuai dengan
pendapat Lexy J Moeleong tentang metode kualitatif, yaitu analisi yang dipakai
tanpa menggunakan angka maupun rumus statistik dan matematika.
7. Pedoman Penulisan

Pada skripsi ini penulis juga menggunakan buku pedoman penulisan
skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universita Islam
UIN Ar-raniry Darusallam Banda Aceh Tahun 2019 sebagai rujukan teknik

penulisan skripsi yang baik dan benar.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi ini, penulis merangkum
karya ilmiah ini dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahulan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode
penelitian dan sistematikan pembahasan.

Bab dua menjelaskan pedagang kaki lima dan penertibannya, di
antaranya pengertian pedagang kaki lima, pengaturan hukum pedagang kaki
lima dalam ganun nomor 6 tahun 2018, penertiban pedagang kaki lima, upaya
pemerintah terhadap reposisi pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha dan
hubungan pedagang kaki lima dengan ekonomi islam.

Bab tiga menjelaskan faktor semakin maraknya pedagang kaki lima dan

pola penertibannya yang diterapkan diwilayah Kopelma Darsussalam

¥ Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan

Skripsi,(Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), him. 112
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diantaranya, pola penertiban pedagang kaki lima di Kawasan Darussalam Banda
Aceh ditinjau dengan ganun nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaran
ketertiban umum dan ketetraman masyarakat. Pembahasannya meliputi
efektifitas ganun nomor 6 tahun 2018 untuk meningkatkan usaha pedagang kaki
lima, hal hal apa saja yang melatar belakangi dan mempengaruhi masih dan
terus maraknya keberhadiran PKL di Kawasan Darussalam Banda Aceh yang
sulit ditertibkan, arah penertiban dan pengembangan ekonomi pedagang kaki
lima.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh
pembahasan skripsi ini dilengkapi dengan kritik dan saran untuk mendapatkan

perbaikan di masa akan datang.



BAB DUA
PEDAGANG KAKI LIMA DAN PENERTIBANNYA

A. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang
yang didalam usahanya mempergunakan usaha atau sarana atau perlengkapan
usaha yang mudah dibongkar/dipindahkan yang menepati tanah yang dikuasai
pemerintah Kota dan atau pihak lain®. Secara “etimologi” atau bahasa,
pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual
beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang
yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi
agar supaya mendapat keuntungan dari barang yang dibeli tersebut. Kaki lima
diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan
demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak
memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Menurut kamus Bahasa
Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi
atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai
(tangga) dimuka pintu atau ditepi jalan. Arti kedua ini cenderung diperuntukkan
bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana awalnya telah terjadi
kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko dan lebarnya
harus lima kaki diwajibkan untuk pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang
yang diperuntukkan untuk pejalalan kaki tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas
bagi pejalan kaki, melaikan menjadi area tempat orang berjualan barang-barang
pedagang kecil. Maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun tentang Pengaturan dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima, ditetapkan dalam pasal 1 ayat 6 definisi PKL

adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau

?° Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum dan Kententraman Masyarakat

18
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sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-dipasang/dipindahkan
yang menepati tanah yang dikuasai pemerintah Kota dan atau pihak lain.

Aris Ananta, seorang penulis buku, menjelaskan bahwa pengertian PKL
adalah masyarakat golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang
kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, atau jasa yang mana
menggunakan modal yang relatif lebih kecil, dan biasanya berjualan dipinggir
jalan, diatas trotoar, dan didepan pertokoan®.

Pedagang kaki lima merupakan jenis perdagangan dalam sektor
informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang dan atau
jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar. Hal ini sering disebut
dengan sektor informal perkotaan

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan oleh Kartono
dkk sebagai berikut:

a. Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu
pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri

b. Pedagang kaki lima umumnya menjual dagangan diatas tikar dipinggir
jalan, di depan toko, maupun menggunakan gerobak atau kios kecil

c. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil

d.  Omzet penjualan tidak besar dan biasanya tidak menentu

e. Sebagian besar pedagang kaki lima usahanya secara musiman, sering kali

jenis dagangannya berubah-ubah

—h

Pedagang kaki lima tidak memiliki jam kerja yang tetap®.

?! Aris Ananta, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (LPFE Ul, Jakarta, 2000), him. 37
22 Alisjahbana, Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan, (Surabaya, ITS 2006),
him. 43
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B. Pengaturan Hukum Pedagang Kaki Lima Dalam Qanun Nomor 6
Tahun 2018

Pedagang Kaki Lima sudah menjadi bagian dari Kota Banda Aceh.
Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pedagang kaki lima merupakan
potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima
mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar sehingga mampu mencukupi
kebutuhan hidup sebagian besar masyarakat.

Sebagai upaya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Banda
Aceh sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat harus diikut
sertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian perlu
disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas
tempat berusaha di sektor informal sangat terbatas, disisi lain masyarakat sangat
berharap kepada Pemerintah Daerah agar mendapatkan peluang usaha yang
maksimal, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan
fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakannya iklim usaha,
sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk didalamnya yang saling
menguntungkan serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu
disusun Peraturan Daerah Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima®.

Peningkatan jumlah PKL yang semakin meningkat menjadi masalah
tersendiri yang terjadi diperkotaan, membuat suasana kota menjadi kumubh, tidak
tertib, dan tidak nyaman. Akan tetapi, pada dasarnya PKL sangat membantu
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah seharusnya
merelokasi PKL di tempat yang strategis, tertib, dan nyaman untuk berjualan
sehingga memberikan fasilitas dan pengelolaan penataan kota menjadi indah.

Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh dituangkan dalam
Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat, aturan tersebut memuat; pengaturan tempat usaha

% Penjelasan Umum Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002
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PKL; perizinan PKL; hak dan kewajiban PKL; sanksi pelanggaran PKL;
penyitaan barang PKL; dan ketentuan pidana. Secara umum aturan tersebut telah
memenuhi asas pembentukan dan asas materi muatan sebagaimana diatur dalam
UU No. 12 Tahun 2011. Akan tetapi apakah eksistensinya memenuhi unsur
filosofis, sosiologis, dan yuridis maka perlu dilihat kembali bagaimana
konsideran peraturan tersebut disusun.

Qanun Nomor 6 Tahun 2018 merupakan peraturan daerah yang
mengatur tentang tertib pedagang kaki lima. Qanun ini dibentuk sebagai dasar
pedoman pemerintah Kota Banda Aceh dengan maksud untuk menciptakan
suasana ketertiban, kenyamanan, dan keindahan Kota Banda Aceh. Untuk itu,
ganun ini dipandang sebagai aturan yang mengatur tertib pedagang kaki lima.

Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tidak hanya membahas mengenai
pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima melainkan juga meliputi
pengaturan jalan dan angkutan jalan, tertib parkir, dan tertib kebersihan dan
keindahan kota. Dengan tujuan untuk menciptakan suasana lokasi yang tertib,
nyaman, dan merawat serta menjaga fasilitas umum demi keindahan kota.

Sedangkan di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang tertib
pedagang kaki lima (selanjutnya disebut Qanun Nomor 6 Tahun 2018), PKL
didefinisikan sebagai: Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah
pedagang yang didalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana
atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-pasang/ dipindahkan yang

menepati tanah yang dikuasai Pemerintah Kota dan atau pihak lain.

C. Penertiban Pedagang Kaki Lima

Masalah keberadaan Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar menjadi
ikon tersendiri serta menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota. Pedagang
Kaki Lima merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari beberapa
kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, terutama mengenai tentang
Ketertiban dan Keindahan Kota. Hasilnya banyak Pedagang Kaki Lima yang



22

terkena imbas dari kebijakan tersebut karena seringnya menjadi korban
penggusuran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan
banyaknya kerugian yang dialami oleh Pedagang Kaki Lima tersebut dari
dampak penggusuran, baik material maupun non material®*.

Kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan
sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi
masyarakat dan sekaligus salah satu pilihan dalam menyediakan barang
dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif murah.
Keberadaan pedagang kaki lima bagi masyarakat sangatlah penting sebagai
penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pedagang kaki
lima sangat mempengaruhi pola pasar dan sosial masyarakat Kota Banda Aceh.
Pengaruhnya meliputi ekonomi, sosial budaya, dan kebijakan yang diberlakukan
oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Problematika Pedagang Kaki Lima akan terus terjadi dari waktu ke
waktu, persoalan Pedagang Kaki Lima adalah persoalan yang terkait persoalan
sosial, sehingga Pemerintah harus melakukan penanganan terhadap Pedagang
Kaki Lima dengan secara komprehensif agar tidak muncul persoalan yang baru.
Pedagang Kaki Lima khususnya di provinsi Aceh perkembangannya cukup
pesat, sehingga sering terjadi kericuhan dalam proses penertibannya karna
disebabkan banya dari mereka yang menentang penggusuran®.

Di satu sisi kehadiran Pedagang Kaki Lima di sudut-sudut kota
memberikan keuntungan bagi konsumen, pemerintah, maupun untuk pedagang
itu sendiri seperti menekan jumlah pengangguran serta menyediakan berbagai

keperluan masyarakat dengan harga relatif terjangkau. Akan tetapi, PKL sering

** Ismanidar, Amirullah, Saiful Usman, Unsyiah Banda Aceh: Persepsi Masyarakat
Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh. Jurnal Iimiah Mahasiswa PKn, Vol. 1 No.
1 Agustus 2016

* Bambang Budiman, Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima di
Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal (tesis dipublikasi) Program Pasca Sarjana Universitas
Diponegoro. 2010 him. 5
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di kaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan dengan munculnya
kesan kumuh, kotor, dan tidak tertib. Tidak heran sering kali masyarakat
mengeluh akibat PKL yang memanfaatkan fasilitas umum untuk berjualan®.

Pedagang Kaki Lima di berbagai kota di negara berkembang merupakan
fenomena keseharian yang bersifat kontroversial. Disatu sisi, pemegang otoritas
kota sering bersifat tidak ramah pada mereka, bahkan mengusir mereka dari tata
ruang kota, disisi lain, mereka juga memanfaatkan sumber pendapatan bagi
Pemerintah Kota melalui pungutan retribusi dan dapat mengatasi permasalahan
ketenagakerjaan di perkotaan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang bersifat
illegal dan tidak tertata sering dianggap sebagai sebagai problema dalam tata
ruang kota yang lebih berorientasi pada estetika. Sekalipun demikian, persoalan
pedagang kaki lima tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena semakin hari
jumlah mereka semakin bertambah dan mengganggu ruang gerak publik,
terutama pejalan kaki®’.

Karena itu, PKL dapat dianggap sebagai kegiatan ekonomi masyarakat
kelas bawah. PKL memang pelaku ekonomi pinggir jalan dan merupakan
masyarakat miskin dan masyarakat marjinal. PKL dalam melakukan aktifitasnya
dimana barang dagangannya diangkut dengan gerobak, bersifat sementara,
dengan alas tikar tanpa meja serta memakai atau tanpa memakai tempat
gantungan untuk memanjang barang-barang jualannya, dan atau tanpa tenda,
kebanyakan jarak tempat usahanya antara mereka tidak dibatasi oleh batas-batas
yang jelas. Para PKL kini tidak mempunyai kepastian hak atas tempat
usahannya.

Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh telah
tercantum dalam peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005
tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Banda
Aceh. Sedangkan untuk kebijakan penataan pedagang kaki lima. Sedangkan

*® Adon Nasrullah Jamaludin. Op.cit., him. 266
* Ibid., him. 266.
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untuk kebijakan penataan pedagang kaki lima wilayah darussalam berpedoman
pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan
Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Banda Aceh dan
keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 180/ 83 /KEP/422.012/2011 tentang
Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

D. Upaya Pemerintah Terhadap Reposisi Pedagang Kaki Lima Sebagai
Pelaku Usaha

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak kunjung selesai di banyak
daerah di indonesia, permasalahan PKL sering dianggap tidak tertib, merusak
keindahan kota dan membuat kumuh karena menepati ruang publik yang tidak
sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan,
keindahan, dan kerapihan kota. Pemerintah pusat sebenarnya telah memberi
ruang lingkup khusus terhadap para PKL dan memposisikan sebagai usaha kecil
menengah (UKM). Sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima, maka seharusnya setiap Pemerintah Daerah telah
melakukan harmonisasi dan singkronisasi terhadap Perda yang mengatur tentang
PKL.

Rachbini mengatakan, salah satu tujuan yang akan di capai dalam
pengaturan usaha PKL adalah menjadikan sektor usaha PKL tersebut sebagai
suatu usaha yang lebih produktif dalam perekonomian daerah, sehingga dengan
demikian para PKL, masyarakat, dan Pemerintah Daerah/kota yang sesuai untuk
kegiatan PKL, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan sebuah perencanaan
yang komprehensif, kesinambungan, responsife, dan inovatif terhadap gejolak

dan fenomena yang terjadi di sektor ini*®.

?® Rachibi, D, J dan Hamid A. “Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Fenomena
Perwatakan Pusat Kota”, edisi kedua, (Jakarta: LP3ES, 1993), him. 30.
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Jika merujuk kepada aturan Perpres No 125 Tahun 2012, Pemerintah
Daerah seharusnya menfasilitasi para PKL dengan memberikan lokasi tertentu
dan melakukan peremajaan terhadapnya dan juga pemeritah daerah
berkewajiban memberikan penyuluhan, pelatihan, dan bimbingan sosial
terhadap para PKL sehingga stigma buruk yang selama ini dibangun menjadi
peluang yang baik bagi para pihak.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal Perpres No. 125 tahun 2012 bahwa
pemerintah bersama pemerintah daerah berkoordinasi melakukan penataan dan
pemberdayaan PKL. Penataan secara vertikal dapat dilihat dalam pasal 7 Perpres
No. 125 Tahun 2012 terk